
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
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Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan 
Penyelenggaraan Negara dalam menyampaikan kewajiban 
melaporkan dan mengumurnkan harta kekayaannya 
sebelum dan setelah menjabat sebagai Penyelenggara 
Negara serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan 
ketentuan pasal 8 Peraturan Bupati Halmahera Selatan 
Nomor 15.A. l tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Halrnahera Selatan, maka di pandang perlu 
dilakukan perubahan; 

b. bahwa pelaporan dan pengumurnan harta kekayaan 
Pejabat Penyelenggara Negara dirnaksudkan untuk 
mewujudkan penyelenggara negara yang bersih bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Halrnahera 
Selatan Nomor 15.A. l tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Halrnahera Selatan; 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 15.A. l TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 33 TAHUN 2020 

BUPATI HALMAHERA SELATAN 
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3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Burn dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. 
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. 
Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. 
Ta.bun 2000 Nomor 73, Tamba.han Lembaran Negara R.I. 
Nomor 3961); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera 
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halrnahera 
Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara 
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara R.I. Nomor 4264); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara { Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 
pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repoblik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Repoblik Indonesia Nomor 4578); 

l3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 
Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 
Laporan Penyelengga.raan Pemerintah Daerah Kepada 



Pasal I 

Ketentuan Pasal 8 di ubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 

(1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan 
harta kekayaannya diberikan sanksi berupa Penundaan Pembayaran 
'l'unjangan Beban Kerja/Tunjangan lainnya oleh Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah sarnpai dengan Penyelenggara Negara 
melaporkan harta kekayaannya melalui Aplikasi e-LHKPN. 

(2) Pembayaran Tunjangan Behan Kerja/Tunjangan lainnya dapat dilakukan 
apabila Penyelenggara Negara telah melaporkan hart.a kekayaannya dan 
mendapatkan Surat Keterangan dari Unit Pengelolah LHKPN Kabupaten 
Halmahera Selatan yang menerangkan bahwa Penyelenggara Negara 
tersebut telah melaporkan harta kekayaannya, kemudian menyerahkan 
surat tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
HALMAHERA SELATAN NOMOR IS.A. I TENTANG LAPORAN 
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA 
SELATAN 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tent.ang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 ); 
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Salinan Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020 
NOMOR..73 

Diundangkan di Labuha 
• 16· i,ei,eftilie-r 2020 

~ .. , .... ~ :ARIS DAERAH 
MAHERA SELATAN, 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal 1~1~ ~er 2020 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Halmahera Selatan. 


